PEMERINTAH PROVINS]
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
- IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1150 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Menimbang

Mengingat

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

4. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima }\{omor 3556/-1.711

Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara-Republik- Indonesia Nomor 4744);

2. Undanngndang' Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244','Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor. 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah ' untuk
menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provins; Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS



KEEMPAT : Keputusan Gubernur inj mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
SO DAEBBKOTA JAKARTA
Qﬁf P d A

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Kota Administrasi Jakarta Selatan

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
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